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Abstrak: Ideologi negara Pancasila seringkali tidak dianggap vital sebagai dasar negara negara 
Indonesia. Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu pencarian literatur dan 
pembahasan mendalam. Literatur utama diambil dari pandangan para Founding Fathers: Soekarno, 
Moh Hatta, Soepomo, dan Muh Yamin ketika memprakarsai Pancasila di Sidang BPUPKI dan PPKI. 
Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa Sistem pemilihan langsung sebagai bentuk modern 
dari format demokrasi yang mengutamakan hak asasi manusia diadopsi dari prinsip-prinsip Barat. 
Sistem pemilihan langsung, baik legislatif maupun langsung pemilihan presiden sejak tahun 2004, 
dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005, merupakan ilustrasi format 
demokrasi Eropa, yang dianut pada Era Reformasi. Itu terpisah pola dari situasi yang belum pernah 
terjadi sebelumnya, baik sebelum kemerdekaan kita di desa-desa di seluruh tanah air, maupun pada 
masa Pemerintahan Presiden Soekarno di Masa Lalu Orde dan pemerintahan Presiden Soeharto 
pada era Orde Baru. Jadi demokrasi Indonesia adalah demokrasi ala Barat yang coba diintegrasikan 
dan dilekatkan menjadi gagasan demokrasi di Indonesia. 
Kata Kunci: Demokrasi, Pancasila, Pemilu 2024.  
 
Abstract: The state ideology Pancasila is often not considered vital as the basis of the Indonesian 
state. This paper uses a qualitative research methodology, namely a literature search and in-depth 
discussion. The main literature is taken from the views of the Founding Fathers: Soekarno, Moh 
Hatta, Soepomo, and Muh Yamin when initiating Pancasila at the BPUPKI and PPKI Sessions. The 
results of the study provide an illustration that the direct election system as a modern form of 
democratic format that prioritizes human rights is adopted from Western principles. The system of 
direct elections, both legislative and direct presidential elections since 2004, and direct regional head 
elections since 2005, is an illustration of the format of European democracy, which was adopted in 
the Reformation Era. This is a separate pattern from situations that have never happened before, 
both before our independence in villages throughout the country, as well as during the reign of 
President Soekarno in the Past Order and the government of President Soeharto in the New Order 
era. So Indonesian democracy is a Western-style democracy that is trying to be integrated and 
attached to the idea of democracy in Indonesia. 
Keywords: Democracy, Pancasila, 2024 General Election. 
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PENDAHULUAN 
Ideologi negara Pancasila seringkali tidak dianggap vital sebagai dasar negara 

Indonesia negara. Antusiasme masyarakat terhadap Pancasila jauh lebih tidak berarti 
dibandingkan dengan semangat peserta Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945 di Jakarta, ketika Bung Karno dalam pidato 
bersejarahnya, mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup 
(Welthanschauung) untuk Indonesia merdeka.  Para peserta forum menerima proposal 
secara aklamasi setelah pidatonya mendapat banyak tepuk tangan untuk rasa hormat dan 
persetujuan.   

Persoalannya, demokrasi yang digagas Soekarno pada 1945 disebut-sebut berasal 
dari tradisi demokrasi yang ditemukan di desa-desa di seluruh nusantara.  Sementara itu, 
demokrasi yang saat ini dipraktikkan di Indonesia adalah demokrasi seperti yang 
berkembang di Indonesia Eropa/Barat dan Amerika Serikat. Apakah demokrasi yang 
dipahami di Eropa sama dengan demokrasi yang berkembang di kepulauan Indonesia 
selama berabad-abad sebelumnya, yaitu dilakukan sejak era Reformasi Indonesia tahun 
1998 sampai sekarang? Setidaknya dua presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden 
Soekarno menjabat selama 21 tahun (1945-1966) dan Presiden Soeharto yang menjabat 
selama 32 tahun (1966-1998) sebenarnya menunjukkan bahwa karakter model kerajaan 
yang ingin memerintah selama mungkin menjadi sangat jelas.  

Jadi kesulitan besar demokrasi Indonesia tetap ada sampai sekarang sejak Reformasi 
Era dimulai pada tahun 1998. Memang, format pemilihan umum dari tahun 1999 hingga 
tahun 2020 Pemilu menunjukkan bahwa praktik demokrasi yang diusung adalah praktik 
modern pola demokrasi dengan pemilihan langsung dengan prinsip satu orang, satu suara, 
satu nilai (opovov) dengan sistem proporsional terbuka. Padahal, tradisi demokrasi seperti 
modern pemilu tidak pernah terjadi di desa-desa di seluruh nusantara. 

Pertanyaannya apakah demokrasi Indonesia dalam 22 tahun terakhir (1998-2020) 
apakah sudah sesuai dengan semangat demokrasi yang terkandung dalam ideologi 
pancasila? Bagaimana makna demokrasi dalam Pancasila dalam kaitannya dengan praktik 
budaya ketimuran dalam demokrasi unik Indonesia?. 

 

METODOLOGI 
Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu pencarian literatur dan 

pembahasan mendalam.  Literatur utama diambil dari pandangan para Founding Fathers: 
Soekarno, Moh Hatta, Soepomo, dan Muh Yamin ketika memprakarsai Pancasila di Sidang 
BPUPKI dan PPKI. Kemudian dokumen negara yang membahas tentang Pancasila. Artikel 
ini juga menggunakan pemahaman demokratis Robert Dahl, Samuel Huntington, Franz 
Magnis-suseno dan Miryam Budiarjdo. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pancasila Sebagai Ideologi 

Status Pancasila sebagai ideologi negara dirumuskan oleh Soekarno. Pancasila 
menjadi grondslag filosofis, landasan filosofis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain 
sebagai ideologi, pancasila juga menjadi weltanschuung atau pandangan dunia yang 
menentukan cara hidup.  Pancasila sebagai ideologi adalah teori tentang bentuk dan tugas 
negara seperti Staatsphilosophie, sedangkan Weltanschauung, Pancasila merupakan 
pedoman bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku terhadap Negara negara dan orang 
lain dalam masyarakat.  Bung Karno menyampaikan pemikirannya yang dewasa seperti 
Thomas Jefferson saat menulis naskah Deklarasi Kemerdekaan AS, atau Dr. Sun Yat Sen 
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ketika menulis gagasannya San Min Chu I atau tiga prinsip kemandirian Tiongkok 
(Mintsu/nasionalisme, Minchuan/demokrasi, dan Min Sheng/sosialisme).   

Dilihat dari retrospeksi saat ini, lima sila Pancasila telah diperhitungkan konteks 
nasional dan internasional saat itu. Misalnya, masyarakat Indonesia memiliki perasaan 
religius yang mendalam. Apalagi dalam politik nasional, Islam adalah agama mayoritas, 
yang mana jelas akan mengalami kesulitan untuk bergabung dan mendukung Indonesia 
sebagai negara baru ketika Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dimasukkan sebagai asas 
dalam dasar negara. Disana ada kepastian dalam masyarakat Indonesia bahwa negara baru 
yang akan didirikan tidak akan bersifat sekuler negara. Kemanusiaan adalah prinsip yang 
dituntut oleh semua negara demokrasi di dunia, dan manusia hak adalah masalah yang 
semakin mendapat perhatian internasional. 

Bagaimanapun, inteligensia lokal akan menuntut martabat manusia diberi tempat 
dalam dasar negara. Harus dipastikan bahwa negara yang akan didirikan menjunjung tinggi 
harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia. Selain itu, Kebangsaan adalah 
masalah utama bagi partai politik besar pada waktu itu, orang Indonesia yang didirikan 
Soekarno Partai Nasional (PNI). Tanpa prinsip kebangsaan, anggota partai akan 
menghadapi kesulitan dalam mendukung negara merdeka yang baru.  

Bung Karno tentu sangat paham bahwa gagasan negara-bangsa sedang muncul 
fenomena dalam politik dunia pada abad ke-19 di dunia Barat, dan langsung didapat gaung 
perjuangan kemerdekaan di dunia ketiga pada abad ke-20. Cara yang sama pemikiran yang 
diterapkan pada Demokrasi atau Populisme sebagai prinsip yang diadopsi oleh semua 
orang baru negara merdeka untuk mengukur seberapa jauh suatu negara lepas dari rezim 
kuno yang berdiri feodalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Kemerdekaan berarti 
kemerdekaan suatu bangsa dari tunduk pada kekuatan asing yang tidak menghormati 
martabat orang-orang terjajah sebagai manusia.  

Asas Keadilan Sosial dimasukkan dalam Pancasila karena dalam konteks politik pada 
saat itu Waktu itu, masih cukup banyak kaum kiri di bawah pimpinan Tan Malaka dan tokoh-
tokoh lainnya. Politik kiri sangat menentang keberadaan kelas sosial yang menjadi dasar 
pembentukannya hubungan produksi. Ada kelas penguasa yang mengontrol produksi dan 
ada kelas dari pekerja yang dieksploitasi oleh kelas kapitalis.  Proletariat adalah mereka 
yang tidak memiliki alat produksi dan hanya mengandalkan pembayaran yang mereka 
terima sebagai buruh fisik dari pemilik modal.  Sementara itu, Marhaen menurut penjelasan 
Bung Karno, adalah mereka yang tidak menjual tenaga fisiknya kepada pemilik modal, tetapi 
memiliki alat produksi sendiri.  
 
Debat Tentang Bentuk Negara: Kerajaan VS Sistem Demokratis 

Bagaimana isi demokrasi dipahami dalam Pancasila? Ada yang serius perdebatan di 
antara Founding Fathers of the Nation tentang apakah Indonesia benar benar memilikinya 
sendiri tradisi demokrasi sehingga tepat untuk memilih sistem pemerintahan yang 
demokratis tersebut seperti Amerika atau Eropa, atau bahkan tradisi politik Indonesia 
menganut sistem kerajaan. Perdebatan panjang terjadi selama perumusan pembentukan 
negara apakah demokrasi/republik atau sistem kerajaan. Perdebatan diakhiri dengan 
pemungutan suara karena ada yang menginginkan negara kerajaan dan ada yang 
menginginkan republik. Rapat BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 di Gedung Pejambon 
diakhiri dengan pemungutan suara. Ada 64 peserta, 55 peserta memilih sistem negara 
republik, sedangkan yang kerajaan pilihan adalah 6 peserta, dan 3 suara lainnya dinyatakan 
batal.  
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Argumen Sistem Kerajaan 
Adanya sistem kerajaan di Nusantara diungkapkan oleh Muh Yamin pada Tanggal 29 

Mei 1945. Saat itu Yamin menyebutkan ada sekitar 300 kerajaan lokal di Indonesia. Namun 
di antara semua kerajaan daerah pada masa itu tidak ada satu pun kerajaan daerah yang 
mampu membentuk negara bangsa, hampir semuanya merupakan negara warisan dan 
mungkin satu atau dua kerajaan masih merupakan negara kekuasaan. 300 kerajaan daerah 
tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk pembentukanvdari negara kerajaan. 

Susanto Tirtoprodjo, salah satu Bapak Bangsa, di BPUPKI Pertemuan tanggal 10 Juli 
1945 menegaskan bahwa bentuk negara yang cocok untuk Indonesia adalah sistem 
kerajaan. Menurut Susanto, warga desa dan masyarakat di tingkat akar rumput saja 
memahami sistem kerajaan tetapi mereka mengalami kesulitan dalam memilih raja mereka 
(1945). Kapan saja satu raja lokal untuk dipilih sebagai raja pada saat itu, tidak akan ada 
raja yang dapat diterima oleh semua rakyat.  

Ketika raja yang baru diangkat bukanlah raja saat ini, orang mungkin akan 
menerimanya dia sebagai pemimpin negara, tetapi belum sebagai raja. Maka Susanto 
mengusulkan agar kepala negara dipilih dalam jangka waktu tertentu, dan negara tidak 
disebut republik. Pada tertentu karena Kepala Negara terpilih adalah sosok yang sangat 
bersahaja dan dicintai rakyat, yaitu kepala negara bisa dinobatkan sebagai raja di masa 
depan. “Seperti yang sudah saya sampaikan di draf Konstitusi, Kepala Negara dipilih untuk 
jangka waktu tertentu, tetapi ketika Kepala Negara Negara berjasa dan dicintai rakyatnya, 
dia bisa dinobatkan sebagai raja. Jadi ini milikku pandangan dasar tentang bentuk negara,” 
kata Susanto. 

Pieter Frederik Dahler, salah seorang peserta Sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, 
juga memberikan gambaran tentang sistem kerajaan di Indonesia. kata Dahler, ketika 
seseorang bertanya mengapa dia (pada tahun 1945) mengusulkan sistem negara monarki, 
maka dia akan menjawab bahwa dia Memikirkan peribahasa atau ucapan dalam filsafat 
ketimuran yang mengatakan bahwa bentuk kerajaan itu memang ciri kemajuan manusia, 
kemajuan agama, dan kemajuan segala sesuatu di dalamnya dunia, karena raja selalu 
menjadi wakil Tuhan di dunia.  

Dahler mengikuti kata-kata dalam bahasa Barat yang disertai beberapa raja judul 
misalnya: Bij de genade Gods. "Aku mengucapkan kata-kata ini sambil memikirkan 
kondisinya bangsa Indonesia pada umumnya, keadaan pikiran dan agama masyarakat 
Indonesia yang masih melekat erat pada adat-istiadat lama yang masih ada dan hidup di 
hati masyarakat Indonesia orang," kata Dahler saat itu. Ia berpendapat bahwa karakter 
negara yang cocok untuk Indonesia adalah kerajaan. Dengan mengutip Alquran dalam surat 
Al-an'am, menurut raja Sanusi dalam sistem negara monarki telah menjadi wakil mutlak 
Tuhan.   

Oleh karena itu, raja haruslah orang yang sangat suci, bahkan seratus kali suci 
dibandingkan yang lain. Seseorang yang akan diangkat sebagai raja boleh tidak memikirkan 
dirinya atau kerabatnya atau keluarganya, tetapi harus memikirkan kepentingannya 
komunitas yang lebih luas. Dengan kesucian ini, negara harus dibangkitkan dan 
dibangunkan memilih raja sebagai Kepala Negara. 
 
Argumen Sistem Demokrasi 

Pendukung demokrasi dalam rapat BPUPKI tahun 1945 berpendapat bahwa 
Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi dalam budaya lokal. Mohammad Hatta sangat 
meyakini hal itu Demokrasi di Indonesia telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat 
pedesaan Indonesia sehingga demokrasi tidak bisa dihilangkan. Menurut Hatta, “... analisis 
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sosial menunjukkan hal itu benar Demokrasi Indonesia tetap kuat meski feodalisme, karena 
tanah sebagai yang terpenting faktor produksi milik masyarakat desa, bukan milik raja. Dan 
sosial sejarah di Barat telah menunjukkan bahwa pada era feodalisme, pemilikan tanah 
merupakan dasar kebebasan dan kekuasaan. Mereka yang kehilangan hak atas tanah, 
kehilangan kemerdekaannya”.  

Pidato Pak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, menegaskan bahwaisinya 
demokrasi sudah sesuai dengan budaya dan agama yang berkembang di Indonesia selama 
ini ribuan tahun, yaitu agama Islam: “... Telah dilakukan musyawarah mufakat sebaik 
mungkin, oleh karena itu dengan menerapkan dasar ini, seluruh ummah atau mereka wakil-
wakil dapat ikut serta dalam perumusan dan penyelenggaraan negara. ”Muh Yamin sangat 
yakin bahwa sejak dahulu kala jauh sebelum Islam berkembang, ada sudah ada struktur 
desa, struktur masyarakat, dan struktur hak atas tanah di Indonesia itu mengandalkan 
keputusan kolektif yang disebut kebulatan suara bersama atas masyarakat.  

Dasar dari ini kebulatan suara setua struktur desa, nagari (daerah semi otonom), 
marga dan orang lain, dan konsensus ini sebelumnya menghilangkan basis individu dan 
meningkatkan ko-eksistensi dalam suatu masyarakat yang tertib dan dalam sistem negara 
desa, yang dipertahankan untuk kepentingan bersama rakyat secara turun-temurun. Dasar 
konsensus tidak runtuh karena pengaruh Budha atau Hindu, hingga abad ke-16, ketika 
Kerajaan Madjapahit runtuh. Dia mencontohkan, demokrasi Indonesia digali dari semangat 
spiritual Bangsa Indonesia sendiri, artinya negara tidak menyatukan diri dengan kelompok 
terbesar di Indonesia masyarakat, juga tidak menyatukan dirinya dengan kelompok politik 
atau ekonomi terkuat, tetapi menyatukan dirinya sendiri dengan seluruh masyarakat. Jadi 
basis individualisme, sistem demokrasi Barat parlementerisme, harus ditolak. Maka 
pemerintah Negara Indonesia harus membentuk suatu sistem badan permusyawaratan.  

Soekarno, penggagas Pancasila dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, diakui 
sebagai kelahiran Pancasila, menekankan prinsip demokrasi Indonesia, yaitu: 
“...masyarakat yang menghidupkan, yaitu politiek-economische democratie yang mampu 
mewujudkan tentang kesejahteraan sosial! [...] artinya kesejahteraan bersama yang terbaik. 
(Risalah Sidang, 1945). Perdebatan tahun 1945 tentang bentuk negara kerajaan atau 
republik, terbukti ada 300 kerajaan-kerajaan di pedesaan Indonesia hingga tahun 1945. 
Namun, karena sistem demokrasi berkembang dalam budaya dunia yang beradab saat itu, 
bentuk republik menjadi pilihan mayoritas pendiri, yang sebagian besar pernah belajar di 
Eropa. Bagaimana demokrasi dipraktikkan di Indonesia sejak Era Reformasi 1999, 
khususnya menjelang Pemilu 2024? 
 
Praktek Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi 

Praktek demokrasi di Indonesia saat ini tidak jauh berbeda dengan daerah lain di 
Indonesia dunia, yaitu: Pertama, kontrol atas keputusan pemerintah, melalui kehadiran 
warga negara dalam pengawasan kebijakan yang diambil oleh pejabat dan lembaga negara; 
Kedua, proses pemilihan umum yang menyeluruh dan adil di konteks pelibatan semua orang 
dalam pemilihan; Ketiga, hak untuk memilih dan dipilih untuk semua warga negara yang 
memenuhi syarat; Keempat, kebebasan berekspresi yang bebas dari intimidasi; Kelima, 
kebebasan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat; Keenam, kebebasan berserikat 
bagi warga negara tanpa ada tekanan dan pengecualian (Dahl, 1971). George Sorensen 
melihat bahwa jalan "menuju demokrasi" tidak demikian jalur yang sederhana, tunggal, dan 
linier, tetapi setidaknya ada tiga dimensi politik generik demokrasi, yaitu “persaingan, 
partisipasi, dan kebebasan sipil dan politik”.   
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Semua kriteria dari Dahl dan Sorensen di atas adalah prinsip-prinsip yang juga telah 
ada diterapkan di Indonesia sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter pada 
tahun 1998. Era Reformasi telah melakukan tiga jenis pemilihan umum langsung oleh rakyat, 
yaitu: Pemilihan Legislatif (DPR tingkat nasional dan Pemilihan Daerah). DPRD) pemilihan 
presiden langsung, dan pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota, bupati), sesuatu yang 
tidak pernah dilakukan rezim Orde Baru yang otoriter di masa lalu.  

 
 
Pemilihan Legislatif Indonesia 

Pemilihan umum legislatif Indonesia pada masa awal Era Reformasi tahun 1999 
adalah sangat dominan, menjadikan kekuasaan legislatif sangat kuat (legislative heavy). 
Selama Era Orde Baru hanya ada tiga peserta pemilu, yaitu: Persatuan Pembangunan 
Partai (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan selalu 
dimenangkan oleh Partai Golkar dalam enam pemilihan umum. (1971, 1977, 1982, 1987, 
1992, 1997) lebih dari 80%. Di Era Reformasi, pemilu legislatif diperebutkan oleh multi pada 
Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada Pemilu 1999, 48 politik partai yang 
berpartisipasi, dari 141 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Kemanusiaan 
Hak Negara Republik Indonesia. Di antaranya, 18 partai politik memperoleh kursi DPR, 
jumlah yang sangat besar.  

Tidak jauh berbeda pada Pemilu 2004 dengan total 24 partai politik berpartisipasi dan 
16 dari mereka memenangkan kursi di Parlemen. Sistem multi-partai selalu membutuhkan 
pasca Pemilu 2004. Pemerintahan Orde Baru yang otoriter menggunakan proporsional 
tertutup sistem, di mana hanya kandidat di peringkat teratas yang memiliki kesempatan 
untuk mendapatkan kursi di legislatif setelahnya melalui penyelidikan khusus oleh 
pemerintahan Presiden Soeharto, dan Partai Golkar yang seharusnya menjadi pemenang 
pemilu.  

Sejak tahun 2004, pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka. 
Puncak terbuka sistem proporsional dimulai pada Pemilu 2009, dimana tugas partai hanya 
mengusulkan caleg, dan pemenang pemilu di antara caleg sangat ditentukan oleh jumlah 
suara yang mereka menangkan. Asalkan suara caleg adalah yang tertinggi di antara caleg, 
maka kuota kursi partai otomatis akan diperoleh caleg yang menang suara terbanyak, 
terlepas dari peringkatnya dalam daftar resmi. 

Setidaknya ada dua sistem pemilu legislatif yang diterapkan sejak itu Era reformasi 
mencerminkan perwujudan prinsip-prinsip demokrasi modern yang digagas oleh pemikir 
demokrasi seperti Robert Dahl, Samuel Huntington, Lucian Pye, Franz Magnissuseno, 
Miriam Budiardjo, dan lain-lain. Artinya prinsip-prinsip demokrasi di atas tidak berasal dari 
budaya asli dan lokal yang telah tumbuh di Indonesia selama berabad-abad, yang kemudian 
dipupuk, karena sesuai dengan prinsip-prinsip modern demokrasi, tetapi prinsip-prinsip baru 
yang kemudian tertanam dalam demokrasi Indonesia dengan modern format yang berlaku 
di seluruh dunia.  

Indonesia mulai mengadopsi pemilihan presiden langsung pada tahun 2004. Ini 
merupakan lompatan besar dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Sangat kontras 
dengan era Orde Lama pada abad ke-21 tahun pemerintahan Presiden Soekarno. Soekarno 
diangkat oleh BPUPKI pada 18 Agustus 1945 dan memerintah Indonesia hingga tahun 1966. 
Dalam perjalanan sejarah, Presiden Soekarno menciptakan Demokrasi Terpimpin pada 
tahun 1959, dan mengangkat dirinya sebagai Presiden Indonesia untuk Kehidupan. Situasi 
politik negara sangat tidak stabil selama Masa Tua Era ketertiban dengan jatuh bangunnya 
sejumlah perdana menteri. Presiden Soekarno jatuh setelah kudeta gagal Partai Komunis 
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Indonesia (PKI) pada 30 September 1965, dan diikuti oleh demonstrasi mahasiswa besar-
besaran pada tahun 1966.  

Sebelumnya, yang jauh lebih buruk dalam demokrasi sejati adalah pemerintahan 
otoriter Presiden Soeharto, yang memerintah Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998, di 
mana pemilu hanyalah formalitas bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk 
memilih kembali Soeharto sebagai satu-satunya kandidat untuk pemilu. Ada stereotip pada 
waktu itu, hanya Presiden yang berpengalaman layak menjadi capres berikutnya, dan 
menjadi logika yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru sehingga Presiden Soeharto 
adalah satu-satunya calon Presiden di Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 
 
Pemilihan Presiden 2004-2019  

Era Reformasi, telah terjadi lompatan besar dalam demokrasi, di mana orang 
memilikinya hak untuk memilih langsung presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004. 
Selain itu, lima tahun sekali masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode sehingga 
masing-masing presiden memiliki masa kerja maksimal sepuluh tahun. Ini adalah upaya 
untuk mencegah terulangnya apa yang terjadi di masa lalu, ketika negara terlalu lama di 
tangan presiden, seperti yang terjadi selama ini era Soekarno dan Soeharto. 

Akibat pemilihan presiden langsung dan pembatasan masa jabatan, Presiden Susilo 
Bambang mengabdi pada negara selama dua periode dari 2004 hingga 2014. Penggantinya, 
Presiden Joko Widodo juga baru bisa mempertahankan posisinya selama lima tahun lagi 
setelah ia memenangkan pemilihan presiden pemilihan lagi pada 2019. Pada pemilihan 
presiden 2024, pemilih Indonesia akan memilih yang baru Presiden. Tentu saja sistem 
pemilihan presiden langsung ini sudah digunakan jauh sebelumnya oleh negara-negara 
demokrasi di negara-negara Barat seperti di Amerika Serikat, Inggris dengan sistem 
parlementernya, di Prancis dengan sistem semi presidensialnya, dan di hampir semua 
negara-negara Eropa yang menganut sistem demokrasi dewasa.  

Jadi jika mengacu pada sejarah Indonesia, dimana kepemimpinan menggunakan 
sistem kerajaan pada masanya masa lalu di wilayah tersebut, posisi raja diwariskan dari 
generasi ke generasi dan tidak terpilih. Contoh paling konkrit masih ditemukan di sejumlah 
wilayah nusantara seperti Kesultanan Yogyakarta yang sekarang dipimpin oleh Sultan 
Hamengkubuwono X. Hal yang sama terjadi di Kesultanan Surakarta dari tahun 1705 
sampai sekarang. Kota ini sekarang dipimpin oleh Paku Buwono XIII. Itu juga terjadi di 
Kesultanan Cirebon dan sejumlah daerah itu masih mengenal sistem kerajaan. Dua 
kerajaan yang paling dikenal masyarakat di masa lalu adalah Kerajaan Sriwijaya yang 
memperluas wilayahnya hingga ke India dan Majapahit.  

Sistem kerajaan perlahan menghilang setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. 
Jika melihat apa yang telah dilakukan oleh Presiden Soekarno selama 21 tahun 
pemerintahannya dan Presiden Soeharto dalam 32 tahun berkuasa, bisa dikatakan 
keduanya sudah menamakan diri sebagai raja seumur hidup, dan tidak mau digantikan oleh 
orang lain, persis karakter raja. Pergantian kepemimpinan hanya bisa terjadi setelah 
gerakan kekuatan rakyat besar-besaran, terutama mahasiswa dan pemuda, yang memaksa 
kedua pemimpin itu mundur. Oleh karena itu terbukti bahwa Indonesia tidak memiliki sejarah 
demokrasi dalam pemilihan presiden. kata Soekarno sudah ada demokrasi di desa-desa 
dalam pidatonya pada 1 Juni 1955, katanya Sistem demokrasi Indonesia harus berakar pada 
nilai demokrasi yang tumbuh di pedesaan seluruh Indonesia selama berabad-abad. Namun 
menurut pendapat kami, klaim ini tidak memiliki akar.  

Menurut kajian tulisan ini, sistem demokrasi di Indonesia sebagaimana dimaksud dan 
dipahami oleh sistem demokrasi di Barat yang mengutamakan persamaan hak asasi 
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manusia dan hak asasi manusia kewenangan warga negara untuk bebas menyatakan 
pandangan dan pendapatnya sebagaimana dikemukakan oleh Robert Dahl di atas, tidak 
pernah ada. Format demokrasi yang saat ini sedang digagas di Indonesia sistem pemilihan 
presiden adalah sistem pemilu, seperti yang terjadi di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. 
Karena tuntutan yang sama, sistem pemilihan presiden langsung diterapkan di Indonesia. 
 
Pemilihan Kepala Daerah Langsung 

Fenomena baru dan sangat menarik dari sistem demokrasi di Indonesia adalah hak 
rakyat tidak hanya untuk memilih presiden secara langsung, tetapi di tingkat daerah, rakyat 
sekarang juga berhak memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. Pilkada 
langsung ini proses dimulai pada tahun 2005, setahun setelah pemilihan presiden langsung 
tahun 2004. Pilkada diadakan di provinsi, kabupaten, dan kota ketika masa jabatan lima 
tahun gubernur, bupati, dan walikota berakhir. Sistem pilkada ini diterapkan selama 9 tahun 
hingga tahun 2014. Sistem ini sedikit berubah pada tahun 2015 dimana pemilu 
diselenggarakan serentak pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020.  

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada waktu 
yang sama hari dan jam di provinsi, kabupaten, dan kota yang masa jabatan pemimpinnya 
akan segera berakhir. Utama Hakikat dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung 
adalah memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk memilih menggunakan hak 
konstitusionalnya untuk memilih calon yang diinginkannya.  

Jadi tugas utama caleg adalah merebut kepercayaan pemilih dalam demokrasi 
kompetisi. Kandidat yang paling mampu menarik simpati masyarakat akan menjadi 
pemenangnya pemilihan. Begitu pula sebaliknya, pemilih bebas memilih calon kepala 
daerah yang dimilikinya membuktikan rekam jejak mereka dan mereka percaya sebagai 
orang yang paling cocok dan tepat untuk memimpin wilayahnya selama lima tahun. 
Hukuman sosial juga sangat mungkin diberikan kepada kepala daerah yang gagal 
memenuhi janjinya kepada masyarakat sipil, dengan memilih orang lain calon. 

Proses ini sangat memupuk demokrasi dalam masyarakat sipil karena berbanding 
terbalik proporsional dibandingkan Orde Baru-32 tahun berkuasa. Pada saat itu pemerintah 
pusat memiliki keputusan akhir tentang siapa yang akan menjadi gubernur, walikota atau 
bupati, dan pemilihan oleh Daerah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) hanya untuk 
formalitas.  

Saat itu, anggota legislatif di semua daerah di seluruh Indonesia didominasi oleh 
Partai Golkar sehingga semua gubernur dan bupati atau walikota berasal dari pilihan rakyat 
pemerintah pusat. Rakyat tidak berhak memilih pemimpinnya. Kepala daerah saat ini sistem 
pemilu juga telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh negara-negara demokrasi di dunia 
tersebut seperti AS, Inggris, Prancis, dan Australia. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa 
dari Era Kebangkitan Nasional dari tahun 1908 sampai dengan tahun 2004, semua kepala 
daerah berdasarkan pengangkatan dan bukan melalui pemilihan yang demokratis. Pada 
masa Orde Baru, Soeharto bertindak seperti raja dalam mengangkat kepala daerah dari 
Istana Negara. 
 
KESIMPULAN  

Muatan demokrasi dalam pancasila sebagaimana dimaksud oleh para pendiri bangsa 

seperti Soekarno, Moh Hatta, Moh Yamin, Prof. Soepomo dan lain-lain sebenarnya isinya 

demokrasi yang dipahami oleh semua bangsa beradab pada waktu itu di seluruh dunia. Ini 

Artinya, isi demokrasi dalam pancasila sesungguhnya mengikuti pengertian demokrasi 

dalam umum, bukan tradisi yang sudah ada sebelumnya.  
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Jelaslah bahwa bentuk negara kerajaan diusulkan sebagai bentuk Sistem 

pemerintahan daerah adat di Indonesia selama berabad-abad masih mendapat dukungan 

dari sejumlah besar suara yang menginginkan suatu negara menjadi kerajaan. Namun 

kemenangan sistem demokrasi diprakarsai oleh kaum intelektual dan terpelajar Indonesia 

orang bijak yang telah belajar dari Eropa atau setidaknya mempelajari bagaimana 

perkembangan sejarah dunia dan demokrasi dunia mengakibatkan Indonesia memutuskan 

untuk menganut sistem demokrasi sebagaimana yang dipahami oleh bangsa-bangsa 

beradab di dunia. Artinya Indonesia tidak memiliki tradisi dan sejarah demokrasi 

sebagaimana dipahami oleh demokrasi modern, yang dibuktikan dengan praktik-praktik 

sistem pemerintahan yang terjadi pada masa Orde Lama Presiden Soekarno (21 tahun) dan 

Orde Baru Presiden Soeharto (32 tahun) selalu berusaha mengarahkan dirinya ke non-

pemerintah sistem. demokratis. 

Sistem pemilihan langsung sebagai bentuk modern dari format demokrasi yang 

mengutamakan hak asasi manusia diadopsi dari prinsip-prinsip Barat. Sistem pemilihan 

langsung, baik legislatif maupun langsung pemilihan presiden sejak tahun 2004, dan 

pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005, merupakan ilustrasi format 

demokrasi Eropa, yang dianut pada Era Reformasi. Itu terpisah pola dari situasi yang belum 

pernah terjadi sebelumnya, baik sebelum kemerdekaan kita di desa-desa di seluruh tanah 

air, serta pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno di Masa Lalu Orde dan 

pemerintahan Presiden Soeharto pada era Orde Baru. Jadi demokrasi Indonesia adalah 

demokrasi ala Barat yang coba diintegrasikan dan dilekatkan menjadi gagasan demokrasi 

di Indonesia. 

Akankah demokrasi Indonesia berhasil? Melihat fakta sejarah kelahiran tahun 1998 

itu Era Reformasi sudah 22 tahun hingga tahun 2020, demokrasi Indonesia masih terseok-

seok. Menuju ke Pilkada serentak 2024, pemerintah perlu mengkaji ulang sistem pilkada 

langsung di Indonesia yang telah menimbulkan banyak masalah dan kesulitan. Indonesia 

harus lebih fokus pada semangat para founding fathers untuk memfungsikan kembali wakil 

rakyat untuk memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota. Tentu saja harus dilakukan 

secara terbuka dan demokratis dan publik partisipasi tetap mendominasi seperti yang terjadi 

sekarang.  
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